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PERATURAN  

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR KEP. 07 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN  

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang  : a. bahwa pengelolaan kekayaan negara merupakan 
tugas yang harus dilaksanakan secara cermat, teliti, 
dan menggunakan sistem administrasi yang 
profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
serta didukung oleh tenaga-tenaga pengelolaan yang 
profesional, guna menghindari timbulnya kerugian 
bagi negara; 

b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
dimungkinkan terjadinya kelalaian dan perbuatan 
melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya 
kerugian negara, sehingga wajib diupayakan 
penyelesaiannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
ditetapkan Peraturan Kepala Badan tentang 
Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5058); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4652) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4892); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.917 3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004; 

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

11. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 
Bendahara; 

12. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika; 

13. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, 
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 
Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor 007/PKBMG.01/2006;  

14. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Stasiun Atmosfer Global; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran 
Dalam Pelaksanaan APBN; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

17. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG 
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN 
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 
GEOFISIKA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau 
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. 

2. Bendahara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatogi, dan Geofisika 
yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk 
dan diangkat oleh Kepala Badan untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan/menyetorkan uang atau surat berharga atau barang 
Negara. 

3. Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara adalah pegawai yang 
ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan untuk mengelola Barang 
Milik Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika. 

4. Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara 
lainnya, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan digaji menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

5. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu 
proses yang dilakukan terhadap PNS bukan Bendahara dan/atau 
Pihak Ketiga untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang 
diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung 
dari suatu perbuatan melawan hukum. 

6. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk 
memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang 
diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik 
yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur. 
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7. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara yang 
selanjutnya disingkat SPKMKN adalah suatu bentuk pernyataan yang 
tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS bukan Bendahara 
dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau 
pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas 
kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara 
dimaksud. 

8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat 
SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan 
dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab 
atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian 
negara dimaksud. 

9. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan 
yang dikeluarkan oleh Kepala Badan tentang pembebanan 
penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk 
melaksanakan sita jaminan. 

10. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut 
SK-PBW, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang 
pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan 
keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian 
negara. 

11. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian 
negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 

12. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang 
pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara. 

13. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban 
untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.  

14. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha 
untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara uang yang dicuri, 
digelapkan atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara 
bersangkutan.  

15. Persetujuan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan 
Bendahara, adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Kepala 
Badan c.q Sekretaris Utama, untuk menghapuskan uang yang dicuri, 
digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara. 
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